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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-

Undangtidakmengatursecarategasmengenai pertanggungjawabaninstitusit
erhadappel anggaran-pelanggaran yang
dilakukanol ehpenyidikdanbawahanlainnya, sehinggapelanggaran yang
dilakukanpenyidiktersebuttidakmengikatinstitusiitusendiri.
Tugasdanwewenangpol rimemangsudahdi atursecarakhusus.
Bahkanhukumjugatel ahmengaturpedomancarabertindakdanberperilakuda
lammenja ankantugasnya.

Namunpengaturanmengenal sanksi danpertanggungjawabanpolritidakdiatu
rsecarategas. Hanyatindakanpelanggaran yang sifatnyaringansajadiatur.
Sedangkantindakankej ahatanitusendiritidakdiatur,
sehinggaketikapenyidikhukummel akukanke ahatan, pelanggaran
kewenangan tersebut tertuang dalam peraturan huukum pidana.
Berdasarkanaturan-aturantersebut  yang telahdijelaskandiatas, maka
perlindunganhukumterhadaptersangkabelum  diatursecarajel asdantegas.
Kondis ini menimbulkan peluang bagi penyidik untuk melakukan
penyiksaan terhadap tersangka. Upaya hukum bagi tersangka yang
meningga duniajuga belum diatur secara tegas dan juga untuk hak ganti

rugi. Undang-undang hanya mengatur upaya hukum bagi tersangka yang
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sdah tangkap atau adanya kesalahan penyidik dalam melakukan
pemeriksaan padatingkat penyidikan.
B. SARAN

1. Perlu ditambahkan pasal dalam undang-undang tentang sanks bagi
penyidik dan ingtitusi, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. KUHP harus membedakan kejahatan “penyiksaan” dan kejahatan
“penganiayaan”. Selain itu harus ada pembaharuan hukum mengenai
upaya hukum dalam melindungi hak tersangka yang meninggal pada
proses pemeriksaan. Upaya hukum memberikan pertanggungjawaban
berupa pernyataan maaf, penggantian biaya obat, ganti rugi serta biaya

kelangsungan hidup.

dituntut sesuai dengan undang-undang yvang berlaku.
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